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PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK KOPERASI TERHADAP PAJAK 

PENGHASILAN BADAN ATAS ADANYA KOMPENSASI KERUGIAN 

FISKAL 

 

M. Ardi Nupi Hasyim dan Eka Setiajatnika 

 

Pendahuluan 

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal (1) ayat (1) ” Pajak merupakan 

iuran wajib yang terutang bagi “pribadi atau badan” kepada negara kepada negara yang 

bermanfaat dalam peningkatan pembangunan.”Koperasi menjadi salah satu Subjek Pajak 

badan” dimana “penghasilan usahanya” ialah “Sisa Hasil Usaha (SHU)” yang “dijadikan 

sebagai Objek Pajak”.  Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal (45 ) ayat (1) 

menyatakan bahwa ”“Sisa Hasil Usaha atau SHU”” ialah pendapatan koperasi dikurangi 

dengan biaya-biaya, penyusutan, serta kewajiban lain seperti pajak pada satu tahun 

akuntansi yang berkaitan.” 

Pajak Pengahasilan (PPh) ialah pengenaan pajak atas pendapatan dari usaha 

koperasi atau SHU. Objek terutang dari pajak penghasilan di mana besaran pajak sesuai 

tarif atas perolehan omset dan wajib dibayarkan koperasi sebagai wajib pajak badan  ialah 

setelah laba dikurangi biaya sebelum pajak oleh Koperasi pajak tersebut ditarik/dipungut.  

Dengan menerapkan sistem Self Asessment sebagai sistem pajak di Indonesia, adanya 

kepercayaan penuh untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan besaran pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

Oleh sebab itu, diharapkan wajib pajak mempunyai rasa sadar dalam penelitian ini yaitu 

kewajiban atas koperasi, jujur dalam perhitungan pajaknya, mempunyai kemauan sebagai 

bentuk tanggung jawab yang baik untuk bayar pajak, serta disiplin dalam menerapkan 

aturan dari undang-undang mengenai pajak. Hal tersebut harus didukung oleh tiap 

anggota serta pengurus koperasi dengan mengetahui dan  memahami perpajakan karena 

bagi setiap anggota ataupun koperasinya sebagai badan usaha hal ini sudah menjadi hal 

yang wajib dan mengikat. Pengetahuan akuntansi sangat penting untuk Wajib Pajak 

Koperasi ketika memenuhi salah satau kewajibannya dalam membayar pajak sekecil 

apapun tanpa melanggar peraturan perpajakan. 

Koperasi yang memiliki omset melebihi 4,8 milyar PPh diklasifikasikan 25% tarif 

tunggal dan mendapat fasilitas berbentuk pengurangan tarif “12,5%“ atas Penghasilan 

terkena pajak sesuai “Undang-Undang No.36 Tahun 2008  pasal (31 E) ayat (1)”. Selain 

itu koperasi yang mengalami kerugian pada realisasi tahun fiskal akan “menerima 

Kompensasi Kerugian Fiskal berdasarkan” “Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal (6 

)ayat (2)”, Koperasi dapat “untuk tidak membayar Pajaknya selama 5 tahun” berturut-

turut “setelah tahun kerugian”. “Dasar hukum” atas kompensasi kerugian fiskal pada 

“Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal (6 )ayat (2)” tentang Pajak Penghasilan. 

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa” “Apabila penghasilan bruto setelah 

pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut 

dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai 

dengan 5 tahun.” 
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Pada pasal (6) ayat (1) maksudnya yaitu “biaya-biaya” yang digolongkan pada 

unsur untuk memperoleh, “menagih,” dan menjaga pendapatan. Wajib pajak badan atau 

dalam hal ini yaitu koperasi berdasarkan pembukuan kerugian melakukan skema ganti 

rugi berdasarkan keadaan dimana adanya kompensasi kerugian fiskal.  Diluar dari 

keadaan koperasi memiliki kebebasan untuk tidak melakukan pembayaran pajak 

badannya, koperasi sebagai wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pelaporan dari 

penghasilan usaha pada SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak tahunan. 

Koperasi dalam melakukan proses kompensasi kerugian fiskal belum selesai, 

karena prosesnya masih akan berlangsung dalam 5 tahun kedepan. Maka pentingnya 

untuk membuat keputusan yang tepat untuk tujuan komersial ataupun fiskal bagi koperasi. 

Penyesuaian dalam akuntansi komersial yang kerugiannya lebih besar dibandingkan fiskal 

memerlukan kebijakan koperasi, serta menerapkan laba/rugi yang dapat dipakai untuk “5 

tahun penerimaan Kompensasi Kerugian Fiskal”.  

Koperasi untuk manfaat komersial diharapkan dapat melakukan penyesuaian 

laba/rugi yang ada, besaran kompensasi yang bisa diterima koperasi untuk dapat tidak 

melakukan pembayaran pajak selama 5 tahun yang akan datang dipengaruhi oleh nominal 

laba/rugi yang ada. Serta dapat melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berdasarkan Supatmi (2006) menyusun 

laporan keuangan komersial sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tidak 

menunjukan ketetapan pajak dalam menimbang transaksi-transaksi tertentu seperti 

seharusnya pada laporan keuangan fiskal. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya 

perbedaan antara “laba sebagai objek Pajak” yang dihasilkan oleh “akuntansi komersial 

dan akuntansi fiskal”. Agar terhindar atau mengurangi kesalahan dalam penyelesaian 

kompensasi kerugian, “maka selama proses kompensasi ini Koperasi juga memerlukan 

penyesuaian akuntansi perpajakan”. Laporan keuangan komersial Koperasi dapat 

“menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang 

diklarifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. 

Kelompok besar yang dimaksud adalah unsur-unsur yang terdapat dalam laporan 

keuangan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja 

dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban”.  

Di sisi fiskal Koperasi diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan 

penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan undang-undang pajak yang 

berlaku, untuk bisa melakukan penentuan besaran PPh terutang pada “ hal ini lebih 

mengkhususkan“pada proses kompensasi “kerugian fiskal yang akan “dilaporkan pada 

SPT tahunan, serta memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak badan. Sehingga  

koperasi dapat memperlihatkan kualitasnya sebagai wajib pajak badan yang baik dan 

patuh pada sistem perpajakan di Indonesia. 

 

Penerapan Akuntansi Pajak Koperasi Terhadap Pajak Penghasilan Badan Atas 

Adanya Kompensasi Kerugian””  

Koperasi merupakan badan usaha, yang  salah satu kewajibannya merupakan 

subjek pajak adalah anggotanya bisa“orang seorang atau badan hukum koperasi, dan 

kegiatannya” didasarkan pada Prinsip Koperasi.  Koperasi juga merupakan “gerakan 
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ekonomi rakyat dengan dasar atas asas kekeluargaan. Hubungan atau keterkaitan antara 

pajak dan koperasi dalam pembangunan nasional adalah Koperasi sebagai pilar ekonomi 

untuk pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia serta pajak sebagai bantuan dalam 

menyelenggarakan pembangunan nasional.  

Salah pajak yang wajib dibayarkan koperasi yaitu PPh atau Pajak Penghasilan.  

PedomannKebijakan PerpajakannKoperasi Deputi Bidang PembiayaannKementerian 

Koperasi dan UsahaaKecil dannMenengah (2008) pada Pasal 25  menjelaskan PPh adalah 

Pajak badan usaha Koperasi untuk tahun berjalan yang dipotong dari hasil SHU selama 1 

(satu) tahun buku. Dari hasil SHU yang diperoleh setiap tahu, Koperasi wajib memotong 

Pajak badan untuk tahun berjalan. 

Wijaya, E. (2015) turut menjelaskan Koperasi wajib menghitung PPh Masa Pasal 

25 jika suatu koperasi menghasilkan omset lebih dari 4,8 M rupiah “yang akan terutang” 

selama suatu “tahun pajak sebagai kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir “tahun. 

Umumnya, pada Koperasi yang baru berdiri akan mengalami kesulitan dalam melakukan 

perhitungannya. Bagi Koperasi yang sudah  berdiri lebih dari Satu Tahun Pajak, dapat 

lebih” mudah diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang 

harus ditanggung di tahun Pajak berikutnya. 

Pada intinya PPh 25 merupakan angsuran Pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk 

tahun Pajak yang bersangkutan, dan “paling lambat dibayar tanggal 15 bulan berikutnya 

serta pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PPh Masa 25 ditentukan dari 

perhitungan “jumlah PPh terutang akhir tahun pada tahun pajak yang sebelumnya 

kemudian dibagi dengan 12.  Asumsinya, besaran omzet pada tahun Pajak berikutnya 

tidak akan jauh berbeda.  Sangat penting bagi pengurus di koperasi untuk memahami 

bhwa  PPh Masa pasal 25 hanya wajib bagi koperasi yang mempunyai omset lebih dari 

4,8 Miliar rupiah. 

PPh pasal 29” adalah “pelunasan Pajak terhutang, yang dibayarkan di setiap 

tahunnya pada saat pengambilan SPT atau” PphhKurang Bayar yang tercantum 

dalammSPT TahunannPPh, yaitu sisa dari PPhhterutang dalam tahunnPajak yang 

bersangkutan dikurangi  kredittPPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24, 25).”PPhhPasal “29 ini 

terjadi ketika Pajak yang terutang untuk suatu” tahunnPajak ternyata lebih besar 

dibandingkan dengan kredittPajak, maka kekurangannPajak yang terutang harussdilunasi 

sebelum” SPT disampaikan. “Intinya PPh 29 yaitu kekurangan Pajak yang terutang pada 

akhir tahun Pajak, paling lambat dibayar sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Untuk 

Wajib Pajak Badan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, dan untuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

Sebenarnya antara PPh`25 dengan PPh`29 merupakan ketetapan yang serupa, dua-

duanya merupakan “PPh`Badan, Pajak atas laba perusahaan. Meskipun serupa keduanya 

tetap mempunyai perbedaan. Di dalam praktiknya,,PPh badan dapat diangsur selama 

periode Pajak tahun berjalan. Cicilan tersebut bagi wajib Pajak_badan memiliki tujuan 

untuk dapat`meringankan beban`Pajak di akhir.tahun. Sementara itu bagi;pemerintah, 

dengan’adanya angsuran tersebut akan mempercepat’uang masuk ke kas’negara. 

Nilai`PPh badan tahun`sebelumnya.dapat dijadikan`dasar, kemudian’dibagi 12`bulan. 

Dari`situlah dapat_ditemukan berapa nominal_besaran rupiah_yang harus diangsur 

setiap_bulan. 
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Menghitung PPh pasal 29 merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 

memenuhi kewajiban melaporkan “SPT Tahunan PPh Koperasi yang selambat-lambatnya 

harus dilaporkan empat bulan setelah tahun pajak berakhir. Hasil perhitungan PPh Pasal 

29 ini tertuang dalam SPT Tahunan PPh. Meskipun demikian, tata cara menghitung PPh 

Pasal 29 dalam rangka memenuhi kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan PPh untuk 

Koperasi sangat tergantung pada jumlah omset Koperasi itu sendiri. Apabila omset suatu 

Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya masih di bawah 4,8 Milyar rupiah maka semua 

isian SPT.Tahunan PPh adalah nihil, karena pengenaan Pajaknya sudah dilakukan secara 

final sebesar 0,5% PPh Final Pasal 4 Ayat (2), maka koperasi hanya perlu melakukan 

pencatatan seluruh jumlah omset perbulan yang sudah dijadikan dasar dalam perhitungan 

PPh_Final pasal 4 ayar 2 perbulannya. Meskipun demikian, pengurus Koperasi tetap 

wajib melampirkan Laporan_Keuangan (Laporan Rugi/.Laba dan Neraca) dalam 

pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Karena jumlah omset yang dilaporkan 

dalam_Laporan_Rugi/Laba akan jadi penentu tata cara pengenaan-kewajiban PPh 

dibayarkan sendiri pada Tahun Pajak selanjutnya”.  

Saat omset suatu Koperasi pada Tahun pajak sebelumnya” lebih dari 4,8 Miliar 

rupiah, maka pengurus koperasi harus benar-benra melakukan perhitungan berapa laba 

bersih atau berapa SHU yang didapat sebagai dasar perhitungan “PPh Pasal 29”. Tarif 

yang digunakan adalah tarif yang berlaku” berdasarkan pasal l7 Ayat (l) atau Pasal 3lE 

Undang-Undang No 36 tahun “2008. “Tentunya dengan memperhitungkan PPh Masa 

Pasal 25 yang telah dibayar sendiri dan kredit Pajak yang diperoleh sepanjang tahun Pajak 

tersebut. Dalam hal ini pengurus Koperasi juga harus menghitung PPh Final atas SHU 

setelah dikurangi PPh Pasal 29 yang masih kurang bayar, sebelum dibagikan ke seluruh 

anggota. Secara sederhana, perbedaan diantara PPhpasal 25 denganPPh pasal 29, ialah 

PPh pasal 25 merupakan angsurannPajak yang dibayarkan setiap bulannya untuk tahun 

Pajak yang berkaitan. Sedangkan PPh29 merupakan kekuranganPajak yang terutang pada 

akhir tahun Pajak.  

Atas dasar Pasal l7 ayat (l) huruf b tentang “tarif PKP WajibPajak Badan sebesar 

28% sudah diubah sesuai dengan ayat (2) huruf a bahwa tarifPPh pasal 25 dan 29 yang 

berlaku mulai tahun pajak 2010 bagi wajib pajak badan yaitu sebesar 25%. Berdasarkan 

hal ini maka bisa dibuat formulasi berikut (Nasikhudin, 20l5)” : 

"PPh Pasal 25 29 Badan = 25% x PKP" 

"PKP = (Pendapatan Neto fiskal − Kompensasi Fiskal jika ada)" 

Namun, Pasal 3l E.”Undang-Undang PPh.juga  mengatur,Wajib Pajak Badan 

Dalam.Negeri (Tidak termasuk BUT)”_yang “memiliki_peredaran bruto_tidak 

melebihi.Rp50 Milyar, atassPenghasilan “Kena_Pajak dari bagian.peredaran bruto 

sebesar Rp4.8.mmilyar mendapat.pengurangan tarif 50%, sehingga.tarifnya hanya 

12,5”%. 

1 Wajib_Pajak Badan Dalam_Negeri dengan peredaran_bruto sampai 

dengan_Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50%.(lima puluh persen) dari tarif,sebagaimana yang 

dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas 

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”. 
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2 Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Menurut “Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas 

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu” untuk” menurunkan tarif “PPh Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 Miliar berdasarkan Pasal 2 ayat (2) 

per tahunnya menjadi 0,5 %. Pasal 3 ayat (1) turut menjelaskan Wajib Pajak yang dikenai 

Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) adalah diantaranya:  

Wajib.Pajak orang pribadi, Wajib.Pajak badan berbentuk Koperasi,,Persekutuan 

Komanditter, Firma,,atau Perseroan Terbatas, yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

Sehingga kemudian dapat diformulasikan sebagai berikut: 

1. WP.Badan dengan Peredaran_Bruto Tidak Lebih dari Rp 4,8 M (PP No 23 

Tahun 2018): 

“PPh Terutang = 0,5% X Jumlah PKP” 

2. WP.Badan dengan Peredaran Bruto Melebihi Rp. 4,8 M tetapi tidak lebih dari 

Rp50 M: 

“PPh Terutang = 12,5 % X PKP” 

3. “WP.Badan dengan Peredaran Bruto Sama dengan atau melebihi Rp50 M: 

a. “PKP Memperoleh Fasilitas= (Rp4,8M/Omzet) X PKP” 

b. “PKP Tidak Memperoleh Fasilitas= PKP – Jumlah PKP memperoleh fasilitas” 

c. “PPh terutang = total dari” “ 

 “(50% X 25%) X PKP memperoleh Fasilitas” 

 “25% X PKP tidak memperoleh Fasilitas” 

Undang-undang “No.36 tahun 2008_tentang Perubahan_Keempat” Undang-

undang_No.7 Tahun l983 “tentang Pajak_penghasilan banyak” memberi kebijakan 

khusus`untuk Wajib`Pajak Koperasi dan UKM. Kebijakan yang dimaksud ialah: 

1. Penghasilan “bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota” 

Koperasi orang pribadi dan besarnya tidak melebihi dari Rp240.000,00 (dua ratus 

empat puluh ribu rupiah) per bulan tidak dikenakan tarif PPh atau 0% (nol persen) 

dan bersifat final; 

2. Penghasilan bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota” 

Koperasi orang pribadi dan besarnya melebihi dari Rp240.000,00 (dua ratus empat 

puluh ribu rupiah) per bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10% (sepuluh persen) dan 

bersifat final; 

3. SHU yang dibagikan Koperasi kepada para anggotanya tidak dikenakan pemotongan 

PPh Pasal 23”. 

4. Bagi Koperasi dan UKM yang berbentuk badan usaha, tarif PPh badan menjadi tarif 

tunggal yaitu 25% dan apabila memenuhi syarat (peredaran bruto setahun tidak 
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melebih Rp50.000.000.000) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% 

dari 25% atau menjadi 12.5% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari 

bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 M. 

Pada Undang-Undang_Perpajakan terdapat`beberapa kebijakan yang bisa Koperasi 

manfaatkan untuk pengembangan aktivitas usahanya, berikut ini insentif atas PPh: 

1. Hibah berupa harta yang diberi pada “koperasi atau orang pribadi yang” memiliki 

usaha`mikro dan`kecil (Pasal 4 ayat (3) a. UU PPh Peraturan Menteri Keuangan No: 

245/PMK.03/2008) bukan merupakan_objek Pajak_Penghasilan. Dengan_demikian, 

apabila Koperasi dan/atau UKM yang memenuhi syarat_menerima harta 

hibahan_tidak dikenakan_PPh; 

2. Koperasi memperoleh atau menerima dividen atau bagian;laba dari 

penyertaan_modal pada badan usaha yang_didirikan serta`bertempat berkedudukan 

di Indonesia dengan`syarat, deviden_berasal dari cadangan_laba yang ditahan`(Pasal 

4 ayat 3 huruf f UU PPh) bukan merupakan objek`PPh. Sehingga, jika Koperasi 

dan/atau UKM yang memiliki bentuk badan`usaha menanamkan’modal pada_badan 

usaha lainnya di Indonesia dan menerima dividen dari badan usaha tersebut, maka 

atas_dividen yang diterima_tidak dikenakan_PPh. 

 

Akuntasi Laporan Keuangan Fiskal 

Akuntansi merupakan suatu “kegiatan atau “memiliki “fungsi penyediaan jasa. 

Fungsinya yaitu menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomik, 

terutama yang bersifat keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan 

pedoman untuk setiap kegiatan akuntansi sebagai penentuan salah dan benar di dalam 

akuntansi yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan 

ekonomik. Maka Akuntansi  Pajak merupakan “proses pencatatan, penggolongan, 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan 

diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT. 

Tujuan pelaporan keuangan salah satunya yaitu bertujuan untuk memberikan 

informasi keuangan di mana pada laporan keuamgan tersebut dapat menunjukkan prestasi 

perusahaan dalam menghasilkan laba (earning per share). “Laporan keuangan umumnya 

terdiri atas dua macam, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.  

Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan 

finansial perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk 

menghitung Pajak. Untuk kepentingan komersial, laporan keuangan disusun berdasarkan 

prinsip yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Laba yaitu termasuk 

informasi akuntansi yang begitu penting untuk para pemakai laporan keuangan dalam 

membuat pengambilan keputusan. Laba yang diperoleh merupakan hal pertama yang 

dilihat oleh para pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

PSAK No. 46 Tahun 2009, mendefinisikan bahwa “Laba akuntansi adalah laba bersih 

selama suatu periode sebelum dikurangi beban Pajak.   Laba_komersial atau yang biasa 

disebut laba_akuntansi merupakan besaran laba yang dihitung oleh wajib Pajak sesuai 

dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar dan diakui dalam Standar Akuntasi 
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Keuangan”.  Elemen pada laporan keuangan yaitu antara lain (Marcella, 20l9) 

menyatakan: 

1. Neraca:  Menunjukkannposisi keuangannentitas pada akhir periode. Unsur-unsur 

neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas. 

2. Laporan Laba Rugi: Menyajikannlaporan yang menyajikannukuran 

keberhasilannoperasi perusahaan pada periode waktu tertentu.  

Penyusunan laporan_keuangan bagi kepentingan_fiskal harus atas dasar aturan 

undang-undang pajak_(Undang-undang PPh). Menurut Marcella (2019) umumnya 

penyusunan laporan keuangan dibuat atas dasar rekonsiliasi terhadap “laporan 

keuangan_komersial.”Laporan_keuangan yang disusun oleh suatu”perusahaan_dalam 

perpajakan disebut sebagai laporan keuangan_fiskal..Laporan rekonsiliasi fiskal terdiri” 

dari: Laporan neraca fiskal dan laporan laba/rugi fiskal. Menurut Daniati,N. (2013) 

diperlukan penyelenggaraan”pembukuan akuntansi komersial, kemudian pada”saat akan 

menyusun laporan keuangan fiskal maka dilakukan rekonsiliasi terhadap laporan 

keuangan komersial tersebut. Proses akuntansi fiskal””dapat dilihat pada gambar 

mengenai siklus akuntansi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 Siklus Akuntansi Laporan Keuangan Fiskal 
 

Rekonsialiasi Fiskal 

Rekonsiliasi_fiskal"merupakan”suatu proses_penyesuaian laporan_laba/rugi 

fiskal_berdasarkan ketetapan perundang-undangan_perpajakan di_Indonesia sehingga 

diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan Pajak penghasilan satu tahun 

tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur penting 

dari proses rekonsialisi fiskal diantaranya adalah”:  

1. Laporan Laba/Rugi Komersial” 

Dasar untuk  membuat laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba/rugi. 

Penghasilan suatu perusahaan biasanya dicatat di dalam laporan laba/rugi. Hasil dari 

laporan ini menjadi dasar dalam perhitungan besarnya Pajak yang harus dibayar oleh 

perusahaan. 
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2. Koreksi/Penyesuaian Fiskal” 

Dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan/ketentuan satu 

dengan lainnya. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode atau asumsi yang 

dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi atau metode ini yang 

kemungkinan terjadi perbedaan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia. Perbedaan ini disimpulkan ada dua yaitu beda waktu dan beda tetap.  

a “Beda Tetap”/Permanen (Permanent  Difference) 

Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan penghasilan ataupun biaya antara 

akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya 

permanen di mana dalam hal ini “koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan 

diperhitungkan dengan laba kena “Pajak tahun Pajak berikutnya. Disimpulkan 

bahwa beda tetap ini secara permanen, “ketika tahun atau periode sekarang suatu 

penghasilan/biaya tidak dapat diakui “sebagai penghasilan/biaya menurut 

Undang-Undang maka pada tahun atau periode “yang akan datang juga tidak 

dapat diakui “sebagai penghasilan/biaya di dalam laporan laba/rugi”. Beda tetap 

mengakibatkan perbedaan secara tetap antara laba atau rugi menurut akuntansi 

dan “laba atau rugi menurut fiskal. Beda tetap terjadi karena peraturan 

perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan 

penghasilan kena Pajak”. 

1) Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final-Pasal 4 ayat (2) UU      

Pajak Penghasilan”” 

2) Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak-Pasal 4 ayat (3) UU Pajak 

penghasilan”” 

3) Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu 

mendapatkan,menagih,dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang 

sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran-

pasal 9 ayat (1) UU Pajak penghasilan”” 

4) Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek 

Pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final”. 

5) Penggantian terkait pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk 

natura”” 

6) Sanksi perpajakan”” 

Ditetapkan selaras dengan “UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) bahwa besaran 

PKP untuk WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan 

bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 

termasuk diantaranya adalah: (Deductible Expense )” 

a Biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, 

ialah”:  

1. Biaya pembelian bahan” 

2. Biaya terkait pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, 

gratifikasi, dan tunjangan berupa uang” 
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3. Bunga, sewa, dan royalty” 

4. Biaya perjalanan” 

5. Biaya pengolahan limbah” 

6. Premi asuransi” 

7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK No.93 tahun 2010)” “ 

8. Biaya administrasi” 

9. Pajak selain Pph” 

b Penyusutan “atas pengeluaran untuk mendapatkan harta/aset berwujud dan amortisasi 

atas pengeluaran untuk mendapatkan hak dan atas biaya lainnya yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun seperti yang tercantum pada Pasal 11 dan Pasal 

11A”” 

c Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri 

Keuangan”” 

d Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam 

perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan”” 

e Kerugian selisih kurs mata uang asing”” 

f Biaya pengembangan serta penelitian”perusahaan yang dilaksanakan di Indonesia” 

g Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan”” 

h Piutang yang”nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat”: 

1. Di dalam laporan laba/rugi komersial sudah dibebankan sebagai biaya; 

2. Penyerahan daftar piutang tak dapat tertagih pada Direktorat Jenderal Pajak oleh 

wajib pajak 

3. Sudah menyerahkan persoalan penagihan pada pengadilan negerai atau instansi 

pemerintah yang mengurus piutang negra; atau kreditur dengan debitur terkait 

melakukan kesepakatan tertulis tentang pembebasan utang/piutang, atau sudah 

mempublikasikan ada penerbitan baik umum atau khusus, atau debitur terkait 

mengaku utangnya sudah dihapuskan pada jumlah tertentu 

4. Bagi debitur kecil syarat poin 3 di atas tidak berlaku seerti halnya pada pasal 4 

ayat 1 huruf k, serta pada PMK Nomor 93 Tahun 2010 untuk aturan 

pelaksanannya 

i Sumbangan penanganan bencana”nasional yang ketetapannya diatur oleh Peraturan 

Pemerintah”” 

j Sumbangan”penelitian serta”pengembangan yang dilaksanakan di Indonesia yang 

ketetapannya diatur oleh Peraturan”Pemerintah” 

k Biaya pembangunan”infrastruktur social yang ketetapannya diatur oleh 

Peraturan”Pemerintah” 
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l Sumbangan”fasilitas”pendidikan yang ketetapannya diatur oleh 

Peraturan”Pemerintah” 

m Sumbangan”dalam”rangka pembinaan olahraga yang ketetapannya diatur oleh 

Peraturan Pemerintah”(PMK Nomor 93 Tahun 2010)”. 

Selanjutnya, “dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi 

karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut” Undang-

undang Pajak penghasilan “bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan 

bruto. Pasal (9) ayat (l) memberikan penjelasan bahwa untuk menetapkan besaran PKP 

untuk WP dalam_negeri serta  bentuk_usaha tetap_yang tidak boleh_dikurangkan anatara 

lain ialah : (NonDeductible_Expense)” 

a Membagikan laba atas nama pada bentuk apapun, seperti perusahaan asuransi 

membayarkan deviden pada pemegang polis, serta pembagian SHU koperasi” 

b Membebankan atau mengeluarkan biaya untuk kepentingan pribadi baik pemegang 

saham, anggota, ataupun sekutu” 

c Mebentuk atau memupuk dana cadangan, kecuali:  

1) “Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 

menyalurkan kredit, sewa”guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan 

konsumen, dan perusahaan anjak piutang” 

2) Cadangan usaha asuransi termasuk”cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” 

3) Cadangan penjaminan”untuk Lembaga Penjamin Simpanan 

4) Cadangan biaya reklamasi”untuk usaha pertambangan 

5) Cadangan biaya penanaman “kembali untuk usaha kehutanan 

6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri 

untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya 

diatur dengan atau berdasarkan”Peraturan Menteri Keuangan”; (PMK Nomor 93 

Tahun 2010) 

d Wajib pajak orang pribadi membayarkan premi_asuransi_jiwa, kesehatan, kecelakaan, 

beasiswa, dan asuransi dwiguna, kecuali apabila pemberi kerja yang membayar dan 

premi tersebut bagi wajib pajak diakui sebagai penghasilan 

e Perubahan atau timbalan terkait jasa atau kerjaan yang berbentuk kenikmatan natura, 

kecuali pengadaan makan dan minum untuk karyawan/karyawati, serta perubahan atau 

timbalan kenikmatan berbentuk natura pada daerah tertentu/suatu daerah”(“Per-

51/PJ/2009, Per-41/PJ/2013”)” dan yang terkait dengan pelaksanaan kerjaan yang 

diatur pada PMK No 3 Tahun 2009. 

f Jumlah yang diterima “pemegang saham atau”pihak yang memiliki hubungan 

istimewa sebagai timbalan yang berhubungan”dengan pekerjaan yang”dilakukan 

melebihi wajar”. 

g Sumbangan/bantuan, warisan, serta aset dihibahkan seperti yang diatur pada pasal 4 

ayat 3 hruruf a dan b, kecuali sumbangan/bantuan yang diatur pada Pasal 6 ayat 1 huruf 
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I hingga m, serta zakat yang diberikan pada badan/lembaga amal zakat bentukan atau 

disahkan pemerintah, serta sumbangan”keagamaan lainnya yang bersifat wajib di 

Indonesia, yang diberikan pada badan/lembaga keagamaan seperti diatur pada 

Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2010” 

h PPh 

i Pengeluaran atau pembebanan biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau 

tanggungan dari wajib pajak. 

j Gaji”yang diterima oleh anggota”sekutu, firma, atau perseroan”komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham. 

k Sanksi”administrasi seperti “bunga,”denda,”dan kenaikan serta sanksi pidana berupa 

denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. 

Ketetapan Non Deductible Expense dan Deductible  Expense  lain : 

a. Biaya Bunga Pinjaman (SE-46/PJ4/1995) Bunga terutang dari rerata pinjaman yang 

lebih besar”dari jumlah rerata dana”yang diakui sebagai “deposito/tabungan lain yaitu 

bunga pinjaman yang bisa dibebankan sebagai biaya. 

b. Menegaskan BPHTB dan PBB bisa dibiayakan(SE-01/PJ42/2002) 

c. Telpon Seluler dan Kendaraan Perusahaan(KEP-220/PJ/2002) Telepon dan 

kendaraan yang dipakai oleh pegawai tertentu sesuai jabatan atau kebutuhan 

pekerjaan bisa dibebankan sebagai biaya sebesar 50%. Begitupun dengan biaya pulsa 

serta pemeliharaannya. 

d. Biaya Entertainment(SE-27/PJ22/1986) Biaya yang dikeluarkan harus dibuktikan 

oleh wajib pajak bahwa biaya tersebut benar-benar terkait dengan aktivitas 

perusahaan untuk memperoleh serta menjaga pendapatan perusahaan (bersifat 

materiil). 

e. Fasilitas Kesehatan(S-1821/PJ21/1985) Fasilitas kesehatan di perusahaan yaitu non 

deductible-non taxable yang berbentuk natura serta deductible-taxable yang 

berbentuk tunjangan/uang ganti. 

f. Pajak”Masukan tidak bisa”dikreditkan (Psl 10, PP-94/2010) Pajak Masukan yang 

tidak bisa dikreditkan dapat dibiayakan selama: Benar sudah dibayarkan dan terkait 

dengan aktivitas perusahaan dalam memperoleh,menagih dan menjaga pendapatan. 

g. Natura”, SE-03/PJ.23/1984 mengenai penjelasan kenikmatan”dalam brntuk natura 

(seri PPh”pasal 21-02),”kenikmatan dalam bantuk natura ialah setiap balas jasa yang 

diperoleh/didapat dari perusahaan atau pemberi kerja oleh 

pegawai/karyawan/karyawati dan/atau keluarga mereka bukan berbentuk uang. Bisa 

berbentuk penanggungan PPh 21 oleh perusahaan atau pemberi kerja. Jika brbentuk 

tunjangan maka dapat menjadi penambahan penghasilan karyawan/karyawati dalam 

perhitungan PPh 21nya. 

h. Serta biaya NDE untuk memperoleh,menagih, dan menjaga penghasilan perusahaan 

yang : 
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a. Pajak yang dikenakan bersifat final dan atau pajak yang dikenakan atas dasar 

norma perhitungan penghasilan neto seperti dalam UU PPh pasal 14 dan UU PPh 

pasal 15 mengenai norma perhitungan khusus 

i. Biaya”accrue termasuk dalam pembentukan cadangan yang tidak diperbolehkan 

sehingga “harus NDE, ketentuan Pajak “hanya mengakui biaya yang telah 

direalisasi”. 

b Perbedaan Waktu/Sementara (Timing Difference) 

Perbedaan Waktu ialah perbedaan “pengakuan baik pendapatan ataupun biaya antara 

akuntansi komersil dengan ketetapan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara 

artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena Pajak 

tahun-tahun Pajak berikutnya”. Saat dalam laporan labarugi tidak dapat mengaakui 

pendapatan atau biaya pada periode tahun atau periode sekarang, 

tetapi”kemungkinan akan dapat diakui pada periode tahun/periode yang akan 

datang”. Timbul dikarenakan oleh adanya metode yang digunakan berbeda seperti: 

1) Akural dan realisasi: akuntansi komersial dalam mengakui biaya/pendapatan 

untuk lebih dari 1 tahun atas dasar sistem basis kas atau akrual.  

2) Penyusutan”serta”amortisasi”:  

Perhitungan”penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta”berwujud 

  Tarif.Penyusutan 

Kelompokk 

Hartaa Masaa Sebagaimanaa 

Berwujud Manfaatt 

Dimaksud  

Pada”  

  Ayat (1)” “Ayat (2) 

I.  Bukan_Bangunan”    

Kelompok_1” 4.tahun 25% 50% 

Kelompok_2” 8.tahun l2,5% 25% 

Kelompok_3” 16.tahun 6,25% l2,50% 

Kelompok_4” 20.tahun 5% l0% 

II. Bukan_”Bangunan    

Permanen” 20.tahun 5%  

Tidak_”Permanen 10.tahun l0%  

Sumber: UU No.36 Tahun 2008 Pasal ll ayat (6) 

 

Berikut adalah perhitungan amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi: 
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Perhitungan amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi” 

  Tarif Amortisasi 

Kelompok Aset Masa Berdasarkan Metode 

Tak Berwujud Manfaat Garis 

Saldo Menurun   

Lurus    

Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,50% 

Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

Sumber: UU No.36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2) 

3) Penilaian persediaan: akuntansi komersial dalam menghitung atau menentukan 

harga perolehan persediaan memperbolehkan memilih metodenya antara lain 

bisa menggunakan masuk pertama”keluar pertama atau FIFO (First In First 

Out), rata rata atau average, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO (Last In 

First Out), ataupun pendekatan lainnya, sedangkan pada fiskal hanya bisa 

menggunakan average atau LIFO. 

4) Kompensasi Kerugian Fiskal. 

Menurut Agoes sukrisno, E. T. (2017 kompensasi dari kerugian pajak bisa 

dimulai saat tahun pajak selanjutnya selama lima (5) tahun beruntun. Apabila 

ada cabang perusahaan yang berada di luar negeri, perusahaan tidak bisa 

mengsolidasikan kerugian yang dialami cabang tersebut. Kompensasi kerugian 

hanya bisa dilaksanakan wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang 

melakukan pembukuan. 

Dapat dirangkum sebagai berikut : 

Penghasilan Neto Fiskal” “    xx 

“Kompensasi kerugian selama 5 Tahun    (xx) 

Penghasilan KenaPajak      xx 

Dapat dijelaskan pula, keuntungan ataupun kerugian fiskal ialah pautan dari 

pendapatan/penghasilan dengan biaya yang memperhitungkan ketetapan PPh 

(deductible expenses). Carrying loss merupakan proses perpindahan kerugian 

dari suatu peridoe ke periode selanjutnya. Artinya perusahaan yang mengalami 

kerugian tidak dikenakan pajak, perusahaan yang pada periode sebelumnya 

mengalami kerugian pada periode selanjutnya bisa meminimalkan pajak. 

Ada beberapa poin penting mengenai kerugian fiskal sesuai Undang-Undang PPh 

diantaranya ialah (Maulida, 2019) : 

a. Kerugian fiskal ialah kerugian atas dasar ketentuan”Pajak yang 

diterbitkan_DJP serta kerugian_berdasarkan SPT Tahunan.PPh Wajib_Pajak 

(self assessment) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan_ketetapan Pajak 

oleh_DJP”. 
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b. Terdapat kerugian”fiskal pada tahun pajak”sebelumnya (melaporkan SPT 

Tahuna lebih bayar tapi terdapat kerugian fiskal atau tidak ada) bisa 

memperoleh kompensasi kerugian fiskal. 

c. Pendapatan bruto dikurangi biaya kemudian menimbulkan kerugian yang 

mengakibatkan kerugian fiskal 

d. Kerugian”tersebut dapat dikompensasikan dengan laba netto fiskal mulai saat 

tahun Pajak”berikutnya secara beruntun selama lima tahun. 

e. Ketetapan terkait jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal sudah 

berlaku sejak tahun 2009. 

f. Jika di masa yang akan datang atas dasar ketentuan Pajak Hasil Pemeriksaan 

ditunjukkan adanya perbedaan dari jumlah kerugian fiskal dengan kerugian 

berdasarkan SPT Tahunan PPh atau hasil dari pemeriksaan berubah menjadi 

tidak ada kerugian, maka kompensasi harus dilakukan revisi sesuai ketetapan 

dan prosedur yang berlaku. 

g. Kerugian di sini merupakan kerugian fiskal yaitu selisih 

pendapatan/penghasilan dengan biaya yang sudah memperhitungkan 

ketetapan PPh bukan kerugian komersial. 

h. Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan selama lima tahun ke depan 

secara beruntun. Jika di akhir tahun masih mengalami kerugian atau ada sisa 

kerugian tidak bisa dikompensasikan. 

i. Kompensasi kerugian hanya ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi dan 

badan yang melaksanakan aktivitas usaha yang pendapatannya tidak terkena 

PPh final dan perhitungannya tidak memakai norma perhitungan 

a. Pendapatan dalam negeri tidak dapat mengkompensasikan kerugian 

usaha dari luar negeri 

3. Laba/Rugi Fiskal 

Berdasarkan ketetapan perundang-undangan hasil dari dilakukannya koreksi atau 

penyesuaian pada laporan laba rugi fiskal mengenai penghasilan atau biaya 

merupakan laba rugi fiskal. Laba rugi fiskal digunakan perusahaan sebagai dasar 

perhitungan besar kecilnya pajak terutang perusahaan. 

Koreksi fiskal dibagi menjadi dua yaitu positif dan negatif.  Berikut penjelasannya:  

a Koreksi”positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Hal ini terjadi 

akibat :  

a) “Beban yang tidak diakui”oleh Pajak (Non-Deductible Expense) 

b) “Penyusutan komersial lebih”besar dari penyusutan fiskal  

c) “Amortisasi komersial lebih”besar dari amortisasi fiskal  

d) “Penyesuaian fiskal”lainnya  

b Koreksi Negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Hal ini terjadi 

akbiat :  
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a) “Penghasilan yang”tidak termasuk objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh) 

b) “Penghasilan yang”dikenakan PPH bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh) 

c) “Penyusutan akuntansi”lebih kecil dari penyusutan fiskal  

d) “Amortisasi akuntansi”lebih kecil dari amortisasi fiskal  

e) “Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. 

Koreksi positif ialah koreksi yang menimbulkan kenaikan atau penambahan pada 

laba fiskal. Koreksi negatif ialah koreksi yang menimbulkan penurunan atau pengurangan 

pada laba fiskal. Saat pendapatan/penghasilan berdasarkan akuntansi komersil lebih 

tinggi/besar dibandingkan dengan pendapatan/penghasilan berdasarkan akuntansi fiskal 

maka diperlukan koreksi negatif sehingga pendapatan dan pengaruhnya akan berkurang. 

Begitupun sebaliknya saat pendapatan berdasarkan akuntansi komersial lebih kecil 

dibandingkan dengan fiskal diperlukan koreksi positif sehingga pendapatan dan pengaruh 

labanya bertambah. 

Dengan adanya Kompensasi Kerugian Fiskal yang diterima Koperasi  maka secara 

Fiskal maupun Komersial Koperasi dibebaskan dari kewajibannya dalam pembayaran 

Pajak dalam lima (5) tahun koperasi terbebas dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan 

dihitung tahun setelah dilaporkannya kerugian. Bagi fiskal akan ada pengurangan jumlah 

kerugian tahun sebelum atas tiap laba, dan akan ada penambahan jumlah kerugian tahun 

sebelum atas tiap kerugian. 

 

Penutup 

Menerapkan akuntasi koperasi pada perbedaan nilai laba rugi komersil dengan 

fiskal yaitu dengan merekonsiliasi laporan komersial koperasi serta laporan keuangan 

fiskal untuk pajak. Penambahan laba fiskal koperasi yaitu dengan melakukan koreksi 

positif, sebaliknya pengurangan laba fiskal koperasi yaitu dengan melakukan koreksi 

negatif. Koreksi fiskal dilakukan pada akun beban operasinal, serta beban dan pendapatan 

lainnya. 

Pada neraca ataupun PHU untuk kepentingan komersial tidak mencatat rincian 

koreksi, melainkan dicatat pada CALK Koperasi yang mencantumkan elemen perbadaan 

waktu serta perbadaan permanen, serta tidak mencantumkan seluruh unsur-unsur koreksi 

fiskal dalam laporan keuangan fiskal sehingga adanya perbedaan jumlah, hal ini dilkukan 

untuk kepentingan komersial. 

Koperasi harus menerapkan akuntansi pajak dalam penyesuaian penggunaan laba 

rugi untuk kompensasi kerugian fiskal yang berdasarkan UU No 36 Tahun 2008.  

Kompensasi kerugian fiskal membebaskan koperasi dalam melakukan kewajiban 

pembayaran PPh Badan, akan tetapi meskipun begitu tetap wajib dilaporkan dalam SPT, 

hal ini dilakukan untuk kepentingan anggota ataupun keberlangsungan usaha koperasi. 
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